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Abstract
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Revised 2 20-10-2025  XIII/ 2015, which eliminated the requirement of "no conflict of
Accepted 2 25-08-2026  interest with incumbents'" in regional head candidacies. This

condition poses a serious challenge to the role of political parties as
pillars of democracy, particularly in ensuring a high-quality
political recruitment process. This legal research aims to analyze
the legal implications of the decision and to identify and evaluate
the compartmentalization model based on structured candidate
Selection as a means of political party functionalization to prevent
conflicts of interest in regional head candidacy. The research uses a
conceptual and normative approach through legal document and
literature studies. The findings show that the removal of the "no
conflict of interest with incumbents" requirement creates a legal
Space  for  political ~ dynasty  practices, which  contradict
constitutional democracy. Therefore, political parties need to adopt
three key dimensions in candidate selection: nentrality, integrity,
and transparency, and implement the compartmentalization
recruitment model through five main aspects: reason, adaptation,
goal attainment, integration, and latency. In this way, political
parties can strengthen the function of political cadre formation in
line with the principles of a good election.
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Abstrak
Praktik dinasti politik di Indonesia semakin berkembang
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-
XII1/2015 yang menghapus syarat “tidak memiliki
konflik  kepentingan  dengan  petahana”  dalam
pencalonan kepala daerah. Kondisi ini menjadi
tantangan serius bagi fungsi partai politik sebagai pilar
demokrasi, khususnya dalam proses rekrutmen politik
yang berkualitas. Penelitian hukum ini bertujuan untuk
menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut,
serta mengidentifikasikan dan mengevaluasi model
compartmentalization berbasis structured candidate selection
sebagai fungsionalisasi partai politik guna mencegah
konflik kepentingan dalam kandidasi kepala daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan
normatif dengan teknik studi dokumen hukum dan
pustaka. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa
penghapusan persyaratan “tidak memiliki konflik
kepentingan dengan petahana” membuka ruang legal
bagi praktik dinasti politik, yang bertentangan dengan
demokrasi konstitusional. Untuk itu, partai politik perlu
mengadopsi tiga dimensi dalam seleksi kandidat, yakni
netralitas, integritas, dan transparansi, serta menerapkan
model rekrutmen compartmentalization melalui lima aspek
utama yakni reason, adaption, goal attainment, integration, dan
latency.  Dengan  demikian, partai politik dapat
memperkuat fungsi kaderisasi sesuai prinsip good election.

Katakunci: Fungsionalisasi Partai Politik; Kandidasi;
Pemisahan; Seleksi Kandidat yang Terstruktur;
Pemilihan yang Baik.

Pendahuluan

Sistem hukum yang dianut dalam negara hukum ini bersifat prismatik yang
menggabungkan elemen dari berbagai sistem hukum untuk membangun hukum yang baru
dan murni (Supryadi, Yuliani, and Aminwara 2023, 22). Indonesia memerlukan partai
politik untuk menjalankan salah satu pilarnya, yaitu demokratis. Partai politik memiliki
peran dan posisi yang penting dalam menjalankan sistem demokrasi, karena mereka
bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan nasional dan membangun
hubungan dengan lembaga negara lainnya (Pattalongi et al. 2024).

Pasal 6A UUD 1945 menegaskan pentingnya peran partai politik dalam sistem
demokrasi, yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik memiliki
peran dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan dalam Pasal 22E
UUD 1945 juga menjelaskan bahwa partai politik dapat berpartisipasi dalam pemilihan
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Athiyyatul Mufidah and
Abdullah Syarofi 2024, 36). Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan
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bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Melihat peran partai politik yang
sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan, sehingga diasumsikan bahwa tidak terdapat
demokrasi tanpa partai politik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan partai politik
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara
serta memelihara keutuhan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun
fungsi partai politik yang dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana
pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif, penyalur aspirasi polittk masyarakat,
partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik. Pasal 11 huruf e Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang berkaitan dengan rekrutmen politik, akan menjadi
fokus penelitian ini.

Menurut Pasal 29 dan Pasal 1a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, rekrutmen
politik dilakukan secara demokratis dan terbuka, sesuai dengan AD/ART dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa
pendidikan politik dan rekrutmen politik yang efektif diperlukan untuk memaksimalkan
fungsi partai politik terhadap negara dan rakyat.

Partai politik semakin berjuang untuk mendapatkan dukungan publik, memperkuat
basis kekuasaan, dan menentukan garis kebijakan. Permusuhan yang tajam ini dapat
menyebabkan dinasti politik. Kekuasaan politik oleh sekelompok orang yang masih
memiliki hubungan kekeluargaan disebut dinasti politik (Nevy Ramadhani 2024, 84).
Dinasti politik muncul ketika anggota keluarga dari seorang pejabat atau pemimpi politik
sebelumnya mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan atau partai politik, baik
melalui pemilu maupun penunjukan langsung.

Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, secara eksplisit melarang dinasti politik.
Pasal tersebut menyatakan bahwa warga negara yang berhak menjadi calon gubernur, wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, dan Walikota dan wakil Walikota harus memenuhi syarat
yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan orang yang saat ini menjabat sebagai
petahana. Dalam pasal ini, “petahana” berarti seseorang yang tidak memiliki hubungan
darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas atau ke bawah
dengan petahana, termasuk ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, atau
menantu, kecuali untuk jeda satu kali selama masa jabatan. Namun, dengan keluarnya
Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, pasal ini tidak betlaku lagi, karena bertentangan
dengan UUD 1945 mengenai hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan
kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli dan Efriza (Romli and Efriza 2021)
menjelaskan akibat dati Putusan MK No. 33/PUU-XIII/ 2015 yang menyatakan Pasal 7
huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Dikarenakan akibat
putusan ini terdapat 77 calon yang terafiliasi dengan politik kekerabatan atau dinasti politik,
hal ini diakibatkan dari gagalnya partai dalam mencetak kader untuk menjadi calon
pemimpin daerah.

Biaya yang mahal dalam pesta demokrasi dan calon yang tetlalu politis berdasarkan
kekuatan politik tertinggi, alasan tersebut yang menyebabkan model rekrutmen calon partai
politik di Indonesia masih jauh dari ideal. Rekrutmen politik, dibagi menjadi dua, yaitu
bersifat tertutup yang hanya mempekerjakan orang tertentu untuk jabatan politik atau
pemerintahan, dan bersifat terbuka atau demokratis yang memberikan kesempatan yang sama
kepada semua warga negara yang memenuhi syarat untuk direkrut (Nika 2021, 573). Oleh
karena itu, untuk memastikan bahwa kandidat yang akan diusung mencerminkan keinginan
dan aspirasi rakyat, proses rekrutmen harus melibatkan warga.

Barbara Geddes, ilmuwan politik Amerika membagi model rekrutmen politik dalam
empat kategori, yaitu Partisanship, Meritocratic, Compartmentalization, dan Survival. Keempat
model ini memberikan dasar bagi partai politik untuk melakukan rekrutmen politik. Dalam
penelitian  ini, difokuskan untuk membahas mengenai Compartmentalization.
Compartmentalization menurut Barbara Geddes dalam Ghafur (2022, 20), adalah suatu
metode pengangkatan politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokrasi informal
untuk posisi yang dianggap penting untuk keberhasilan pragmatis. Dengan kata lain, model
ini menggambarkan cara orang dapat dipilih atau diangkat untuk pekerjaan tertentu
berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi mereka. Model ini bertujuan untuk
membangun sistem yang lebih adil dan transparan dalam berbagai aspek sosial dan politik.

Sehubungan dengan pendapat dari Barbara Geddes, Hazan dan Rahat dalam (Yusra,
Romli, and Noor 2022, 5-7) menjelaskan mengenai proses seleksi kandidat dalam 4
(empat) dimensi yang perlu didorong oleh partai politik. Empat dimensi tersebut yaitu:
(1) Candidey (Tentang Kandidat), siapa yang diperbolehkan untuk mencalonkan sebagai
kandidat; (2) The Selectorate (Pihak Penyeleksi), siapa yang memiliki wewenang untuk
menyeleksi kandidat; (3) Decentralization (Desentralisasi), dimana seleksi dilakukan; dan (4)
Appointent and Voting (Penunjukan dan Pemungutan Suara). Keempat dimensi ini
membentuk kerangka kerja dalam memahami proses seleksi kandidat dalam ranah politik.
Selain itu, dimensi tersebut juga dapat membantu partai politik dalam merancang strategi
rekrutmen politik yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melakukan penelitian tentang
bagaimana proses seleksi kandidat atau kandidasi partai politik dalam hal ini yang diatur
dalam Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29 Pasal 1a dan 2, untuk menghindari adanya
dinasti politik yang berkelanjutan sebagaimana larangan tersebut sudah dihapus dalam
putusan MK No. 33/PUU- XIII/2015. Dengan demikian untuk meminimalisit adanya
konflik kepentingan dan juga keberlanjutan dari dinasti politik, peneliti melakukan penelitian
dalam fungsionalisasi partai politik melalui compartmentalization dengan berbasis pada
structured candidate selection dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan perspektif good election.

Metode Penelitan

Jenis peneltilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari
dan mengkaji hukum sebagai standar, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan keputusan
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lainnya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dibahas
(Muhaimin 2020, 48). Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum
primer, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan
dokumen resmi negara, bahan hukum sekunder, yakni buku hukum dan jurnal, serta bahan
hukum tersier berupa KBBI dan kamus hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik studi pusataka, dengan mengkaji berbagai informasi tertulis dan menganalisis melalui
interpretasi, atau penafsiran dokumen hukum. Penulis menguji substansi dari norma hukum
yang didasarkan kualitas dari pendapat-pendapat dari rumusan norma hukum sendiri.

Pembahasan

Implikasi Hukum Penghapusan Persyaratan Non-Conflict of Interest dengan
Petahana Bagi Calon dalam Pilkada Berdasarkan Putusan MK No. 33/PUU-
XTIII/2015

Konsep Non-Conflict of Interest (tidak adanya konflik kepentingan) berkaitan erat
dengan upaya pencegahan atau pengelolaan yang baik dari Conflict of Interest (konflik
kepentingan), yaitu situasi dimana konflik terjadi karena individu atau kelompok terlibat
dalam berbagai kepentingan yang bertentangan dengan tanggung jawab mereka. Untuk
memahami konsep Non-Conflict of Interest dapat dilihat dari perkembangan prinsip etika,
hukum, dan tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan.

Masuk abad ke-17 dan ke-18 M, atau zaman pencerahan dan konstitualisme, lahir
pemikiran evolusi konflik kepentingan yang dicegah melalui desain institusional. Dalam
bidang pemerintahan, lahir dari teori negara hukum oleh John Locke dan Montesquieu,
John Locke dalam Fodhi, et al. (2024, 27) membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga), yaitu
Kekuasaan Legislatif (menciptakan peraturan dan undang-undang), Kekuasaan Eksekutif
(pelaksanaan undang-undang dan pengambilan keputusan), dan Kekuasaan Federatif
(menjaga keamanan nasional dalam hubungan dengan negara lain). Pemisahan ini dilakukan
untuk mencegah penindasan, korupsi, dan memastikan pemerintahan bekerja untuk
kepentingan dan kesejahteraan rakyat (Hariyanto, Benedictus Eric; Widi, Christophorus
Rinovan Prasetyo; Ronaldo 2024).

Montesquieu dalam bukunya De I’Esprit des Lois (1748) memperkenalkan T7ias
Politica, yaitu konsep pemisahan kekuasaan menjadi 3 (tiga) cabang yakni legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Dalam pembagian ini, Montesquie dalam Adrian, dkk. (2022, 6) berpendapat
bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dalam pelaksanaannya agar terhindar dari salah
satu lembaga yang berkuasa dan karenanya dapat terjadi tindakan penyalahgunaan
kekuasaan, dan setiap lembaga harus berjalan secara independen. Demikian, dalam
perkembangan zaman pencerahan dan konstitualisme ini muncul pembagian kekuasaan
mencegah terjadinya konflik kepentingan melalui desain institusional.

Selanjutnya, dalam bidang hukum pemikiran Non-Conflict of Interest secara tidak
langsung dikembangkan oleh AV Dicey lewat pemikirannya mengani 3 (tiga) unsur penting
dalam rule of law yang bertujuan menjamin hak-hak warga negara dalam proses hukum yang
adil dan tidak memihak, unsur tersebut antara lain Supremasi Hukum, Persamaan di Mata
Hukum, dan Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak
(https:/ /www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-1t624ebfa5a3b7e¢/
diakses 10/05/2025 18.57).

Perkembangan konsep Non-Conflict of Interest di Indonesia di awali dengan adanya
peraturan mengenai larangan adanya konflik kepentingan dalam Undang-Undang No. 30
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 42 hingga Pasal 45. Dalam Undang-
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Undang ini diatur bahwa setiap pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik
kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Selain
itu, ada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang juga bisa
mendeteksi potensi konflik kepentingan, dan sebagai alat kontrol dalam tanggung jawab
penyelenggara negara sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Dalilah
and Juwono 2022, 313).

Pemikiran tentang Non-Conflict of Interest sebagaimana dijelaskan di atas memiliki
relevansi dalam praktik berpolitik di Indonesia, yakni melahirkan Fatsun Politik atau etika
dalam  berpolitik. Dalam  KBBI, Fatsun diarttkan sebagai sopan santun
(https://kbbi.web.id/fatsun diakses 10/05/2025 19.36), sehingga, fatsun politik memiliki
arti etika politik yang santun. Etika politik merupakan kajian tentang norma, nilai, prinsip,
dan standar perilaku yang mengatur mengenai aktivitas politik dalam suatu masyarakat atau
negara. Tidak hanya mengatur cara bertindak, namun juga mengatur bagaimana
menentukan, mempertanggungjawabkan, dan mengimplementasikan dari keputusan yang
dibuat dengan mempertimbangkan nilai moral yang relevan (Saputra et al. 2024, 2906).

Tabel 1
Perbandingan Konsep Non-Conflict of Interest dalam Persyaratan Calon Pilkada

Negara | Persyaratan Hukum dan Praktik Aspek Teori
Bhutan Dalam Chapter 9 Section 163 Election Act of the Kingdom of Bhutan 2008 | Teori
disebutkan “No person seeking election as Member of Parliament or Local | pemisahan
Government shall, at the time of filing his/her nomination as candidate for such | kepentingan
election, bet he holder of any office of profit, nor shall such person, if elected, | pribadi untuk
hold any office or profit so long as he/she continues as a Member of Parliament | menjaga
or Local Government, except as provided hereunder.”(https://www.ecb.bt/wp- | integritas
content/uploads/2013/04/ElectionActEnglish.pdf  diakses 18/05/2025 16.03). | pemerintahan
Jadi setiap calon yang menghasilkan keuntungan (office of profif) selama | lokal.
memegang jabatan tidak boleh mengajukan sebagai anggota parlemen maupun
pemerintah daerah.
Australia | Diatur dalam Local Government Act 2020 (No. 9 Of 2020) Section 256 (2) yang | Teori
(Victoria) | menyebutkan “A person who is a Councilor of a Council cannot nominate as a | transparansi
candidate for an election as a Councilor of any Council unless at the time of the | dan
nomination the person will cease to hold office as a Councilor on or before the | akuntabilitas
eIectton day for that election.” | dalam
://class i fau/legis/vi / / pencegahan
diaksr:s 181'051’2025 16 50) Jadi, setlap kandu:lat yang ma51h menjabat sehagal konflik
anggota dewan (councilor) tidak dapat mencalonkan diirinya dalam pemilihan | kepentingan.
dewan mana pun, kecuali ia sudah berhenti sebelum hari pemilihan.
Finlandia | Diatur dalam Section 72 Municipalities Act (2023) , yang menyebutkan “Under | Teori
the Act, Following persons are not eligible for election to a municipal council: | pencegahan
(1) central government officials who perform supervisory tasks directly corning | conflict  of
municipal administration; (2) persons employed by the municipality who are in a | interest,
position of leadership; (3) persons employed by a corporate entity or foundation | netralitas
under the control of the municipality; and (4) a person who employed by the joint | birokrasi, dan
municipal authority.” (https://vaalit.fi/en/candidate-eligibility-and-nomination- | good
of-candidates-in-municipal-elections ~ diakses 18/05/2025 17.18). Pasal ini | governance.
merincikan orang-orang yang tidak bisa dipilih sebagai anggota dewan kota.

Sumber: Hasil Analisis Penulis Tahun 2025
Dari penjelasan di atas mengenai latar belakang historis hingga perbandingan fatsun
politik atau etika politik di berbagai negara. Pada pembahasan ini, akan diuraikan dalam 3
(tiga) dimensi yaitu, netralitas dan objektivitas kandidat partai politik dalam Pilkada, dimensi
integritas kandidat partai politik dalam Pilkada, dan dimensi transparansi kandidat partai
politik dalam pengambilan keputusan yang berintegritas.

Dimensi Netralitas dan Objektivitas Kandidat Partai Politik dalam Pilkada
Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) bertujuan untuk mewujudkan
demokratis konstitusional yang damai dan bermartabat, yang dapat ditentukan oleh
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beberapa indikator, yaitu institusi demokrasi, aktor demokrasi, relasi aktor dan institusi
demokrasi, isu publik, dan kapasitas maupun strategi aktor (Suwardi 2023, 448-450). Selain
itu, Pilkada juga dilakukan untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai demokrasi pada
daerah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan
di tingkat lokal (Hisan and Utami 2025, 644).

Partisipasi yang aktif warga negara, serta transparansi untuk menjunjung tinggi etika
politik dan netralitas, akan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan yang jujur, adil, dan bebas
dari intervensi yang tidak semestinya (Millah, Al-dzikri, and Auriga 2024, 331). Dalam
pelaksanaan Pilkada, partai polittk memainkan peranan yang strategis dan penting dalam
sistem demokrasi, yang merupakan penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan
publik yang akan dihasilkan oleh pemerintah (Mukhlisin, Rahman, and Ibrahim 2024, 665).

Pragmatis politik sebagian besar dilakukan oleh partai politik dalam membentuk
koalisi, yang dimana setiap peserta memiliki motif, kepentingan, dan ambisi untuk sukses
dalam proses pemilihan. Hal ini terjadi ketika proses pengusulan atau pencalonan bagi
kandidat dalam Pilkada oleh partai politik, yang dimulai dengan merancang strategi untuk
meraih kemenangan, yaitu dengan membentuk koalisi dan menentukan calon atau kandidat
yang akan diusung. Dalam pembentukan ini, setiap partai politik bisa bergabung melalui
kompromi atau transaksi politik. Pasangan calon juga dapat berasal dari petahana atau dari
tokoh terkenal yang bukan berasal dari kader partai. Pembentukan pasangan calon yang
secara acak ini, sering kali dapat menimbulkan munculnya calon tunggal dalam setiap
pemilihan (Rosanti 2020: 158-163).

Netralitas dan objektivitas kandidat partai politik dalam Pilkada dapat dipengaruhi
dari faktor internal (hubungan personal (kekerabatan) dan kepentingan karir). Pada faktor
internal, fenomena kandidat partai polittk yang memiliki hubungan personal atau
kekerabatan makin marak terjadi. Partai politik cenderung mendukung kandidat yang
memiliki kekerabatan untuk mendongkrak elektabilitas partai politik. Namun, di lain sisi hal
ini menimbulkan praktik korupsi rakyat dan kemunduran bagi kualitas demokrasi elektoral.
Hal ini dapat merusak tatanan kelembagaan partai dan menyulitkan partai politik dalam
melahirkan kader yang berkualitas dengan berbasis meritokrasi (Arianto 2021: 84-97).

Netralitas dan objektivitas merupakan dimensi yang penting bagi kandidat dalam
Pilkada, dimensi ini mencerminkan keadilan dan profesionalisme kandidat dalam
berkompetisi secara sehat. Menurut Sri Wahyu Ananingsih dalam berita magelang,
menyebutkan bahwa Pilkada yang dapat dikatakan berkualitas atau sehat, dicerminkan dari
pemahaman pihak penyelenggara, partai politik, dan kandidat pada regulasi untuk
meminimalisitkan adanya pelanggaran (https://www.magelangkab.go.id/home/detail/agar-
pilkada-berkualitas-semua-pihak-harus-taat-aturan-
hukum/6540%20diakses%62017/05/2025%2020.35 diakses 17/05/2025 20.35)

Dimensi Integritas Kandidat Partai Politik dalam Pilkada

Istilah integritas dalam politik dikaitkan dengan citra dan karakter seorang kandidat,
termasuk kejujuran, moralitas, dan konsistensi dalam tindakan dan sikap (Dewa et al. 2024,
48). Dapat juga diartikan sebagai tidak adanya intervensi dari pihak mana pun dalam proses
pergantian kekuasaan, perumusan kebijakan, dan pendistribusian nilai-nilai kepada
masyarakat(https://www.suaramuhammadiyah.id/read/integritas-dalam-sistem-politik
diakses 18/05/2025 00.38). Demikian dimensi integtitas yang harus dimiliki oleh kandidat
partai politik dalam Pilkada, mencakup kejujuran, akuntabilitas, etika, dan komitmen
kandidat terhadap kepentingan publik.
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Integritas kandidat merupakan syarat utama bagi partai polittk untuk membangun
demokrasi yang sehat. Namun, menurut Cahyo R. Muzar Direktur Jenderal Administrasi
Hukum, terdapat 4 (empat) faktor utama yang menjadi penyebab dari integritas partai
politik, yaitu ketiadaan standar atau kode etik partai politik, terdapat masalah pada pola
rekrutmen dan kaderisasi partai politik, masalah pendanaan partai politik, dan adanya
tantangan demokrasi internal (https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-betita-lainnya/2667-
membangun-integritas-partai-politik-menuju-pilkada-yang-aspiratif-dan-demokratis - diakses
18/05/2025 02.29). Karena faktor tersebut, secara tidak langsung dapat berdampak kepada
integritas kandidat partai politiknya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Politik Cerdas Berintegritas
(PCB) berkomitmen untuk mewujudkan politik yang bersih dari korupsi. Kemudian
terdapat SIPP (Sistem Integritas Partai Politik) yang berisi 5 (lima) komponen penting, yaitu
kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan parpol
(https:/ /aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230804-fungsi-partai-politik-dan-
pentingnya-sistem-integritas  diakses 18/05/2025 03.50). Melalui SIPP, partai politik
diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan melahirkan kader yang
berintegritas.

Untuk menciptakan kader atau kandidat yang berintegritas menurut KPK dalam
Buku Saku SIPP (KPK, 29), partai politik harus menerapkan 5 (lima) prinsip utama, yaitu:
(1) inklusif, yaitu memberikan akses bagi seluruh anggota untuk mendapatkan jenjang
kaderisasi yang berlaku di partainya; (2) berjenjang, yaitu kaderisasi dilakukan dari tingkat
pertama, madya, hingga utama; (3) berkala, yaitu melaksanakan kaderisasi secara periodik;
(4) terukur, yaitu menyelaraskan kurikulum dan luaran untuk kader; dan (5) berkelanjutan,
yaitu program kaderisasi dijadikan kegiatan rutin partai.

Dimensi Transparansi Kandidat Partai Politik dalam Pengambilan Keputusan yang
Berintegritas

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang dilaksanakan oleh pemerintah
untuk menjamin bahwa setiap masyarakat memiliki akses dan kebebasan atas informasi
tersebut. Informasi ini dapat berupa kebijakan, prosedur, dan hasil dari proses tersebut.
Transparansi dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan dan manipulasi yang dilakukan
oleh kandidat atau pejabat yang akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak
proporsional (Pebriana Marlinda et al. 2024, 537-538).

Transparansi yang dilakukan kandidat partai politik dapat ditentukan dari proses
seleksi yang tidak transparan. Proses yang transparan diperlukan untuk menjamin keadilan,
dan mencegah dominasi elite dalam pengambilan keputusan. Jika proses seleksi tidak
transparan, maka kandidat yang mempunyai kedekatan dengan elite dan kemampuan
finansial yang cenderung memerlukan kepentingan pribadi, sering kali tidak memiliki
keterampilan atau komitmen yang diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan yang
bermanfaat bagi masyarakat (Prasojo et al. 2024, 919-920).

Dalam prinsip Good Governance, transparansi merupakan aspek yang penting dalam
keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pemerintah (Resmadiktia, dkk.
2023, 687). Demikian, dimensi transparansi yang harus dimiliki kandidat partai politik
dalam pengambilan keputusan mencakup, keterbukaan informasi, keterlibatan publik, dan
kejujuran dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan transparansi pada kandidat partai politik dapatan dilakukan melalui
reformasi sistem kepartaian. Menurut Wicaksana et al. dalam Barus et al. (2024, 41)
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menjelaskan bahwa reformasi sistem kepartaian difokuskan pada transparansi, akuntabilitas,
dan kualitas kader yang dianggap lebih realistis dan efektif dalam memperbaiki demokrasi
dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satunya, dengan pengembangan kader
yang baik untuk memastikan anggota partai memiliki kompetensi yang diperlukan dalam
pengambilan keputusan.

Compartmentalization sebagai Fungsionalisasi Partai Politik dalam Sarana
Kandidasi Pemilihan Kepala Daerah Non-Conflict of Interest dengan Petahana
Berbasis Structured Candidate Selection dalam Perspektif Good Election

Sistem politik di suatu negara merupakan tolak ukur kemajuan dalam suatu negara.
Negara yang maju dipastikan memiliki sistem politik yang tertata dengan baik. Sistem
politik dapat terdiri dari fungsi, struktur, dan bagaimana pelaksanaan dan pembuatan
kebijakan dilakukan (Mustajib 2025, 161). Salah satu unsur politik, ialah partai politik. Partai
politik tidak bisa dilepaskan dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Menurut John
Aldrich dalam Wijayanti dan Iswandi (2021, 476) partai polittk merupakan poin utama
dalam demokrasi. Adanya partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan
politik sebagai perwakilan kepentingan serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan
politik secara sah dan damai.

Fungsi partai politik diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik yang menyatakan partai politik berfungsi sebagai sarana:

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk
kesejahteraan masyarakat;

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan
dan menetapkan kebijakan negara;

Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatni Erlina (2023, 201), partai politik sering
kali disibukkan dengan agenda konsiliasi dan rekonsiliasi yang tak kunjung usai. Penelitian
menemukan, bahwa konflik internal parpol turut mempengaruhi persepsi terhadap partai.
Konflik internal tersebut terjadi setelah suksesi pergantian ketua parpol, saat penetapan
rekomendasi calon pemimpin nasional maupun daerah, dan dalam retribusi pembagian
nomor urut dan daerah pemilihan calon legislatif. Hal demikian, yang menyebabkan
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang mengambil peran dalam
pembentuk pemerintahan.

Proses pengkaderan dalam partai politik di Indonesia, juga memiliki masalah yang
serius. Hasil penelitian yang dilakukan Pattalongi, dkk (2024, 602) menunjukkan
kecenderungan politik kekerabatan dan adanya keterlibatan tokoh eksternal dalam proses
pemilu atau pilkada tanpa mempertimbangkan riwayat calon, penilaian kompetensi, dan
analisis program kandidat, menjadikan partai politik tidak mampu menerapkan fungsi
kaderisasi dengan baik. Jika ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut, maka fungsi
partai politik sudah memiliki masalah sejak proses rekrutmen kandidat atau calon partai
politik.
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Menurut Paraniari Siahaan dalam Suhaimi (2021, 306), difungsi rekrutmen dalam
partai politik terjadi karena didasarkan oleh karir politik di partai politik, tawar menawar
kepentingan, dan juga mahar, yang dimana alasan tersebut bukan didasarkan oleh
kapabilitas dan kredibilitas dari kandidat. Untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik yang
baik, partai polittk membutuhkan prinsip-prinsip yaitu, ketokohan, kemanfaatan/demi
kepentingan bersama, ideologis, perimbangan suara, demokrasi, keterbukaan, keadilan, dan
kesetaraan. Dengan sistem rekrutmen yang baik, kualitas dari kader partai akan secara
meningkat baik. Kualitas yang baik ini akan mampu bagi para anggota untuk menghadapi
persoalan dan tantangan yang berkembang dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat

(Satriya and Hadi 2023, 139-140).

Berikut merupakan tabel perbandingan pola rekrutmen yang sudah dilakukan oleh

partai politik di Indonesia:

Tabel 2

Perbandingan Pola Rekrutmen Partai Politik di Indonesia

No.

Partai Politik

Pola Rekrutmen

Penjelasan

1.

PDI
Perjuangan

Terbuka dan
Tertutup

Terdapat 3 (tiga) tahapan,

antara lain:

1. Penjaringan Calon, yang
dilakukan dengan
pemeriksaan latar belakang
kandidat dengan mengikuti
standarisasi dan persyaratan
internal partai;

2. Penyaringan dan Seleksi
Calon, dengan
mempetlihatkan hasil dari
psikotes, hasil penugasan
partai, rekam jejak, bebas
narkoba, dan pemahaman
ideologi partai; dan

3. Penetapan Calon,
melibatkan kualitas
kandidat untuk
mendapatkan dan
menempati nomor  urut
prioritas  di dalam suatu
daerah pemilihan.

Golkar

Terbuka
Kombinatif
(Kader&Non-
Kader)

Penelitian yang dilakukan di
DPD  Partai Tangerang
Selatan, menerapkan
rekrutmen terbuka yang
tidak  sepenuhnya  utuh
dalam  pemilihan  kepala
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daerah. Pada  proses
rekrutmen mengedepankan
kriteria elektabilitas,
popularitas, serta

keberadaan  calon  yang
bersih dari hukum, dan
memprioritaskan kepada
kader internal.  Proses
penetapan akhir calon yang
diusung berada di bawah
wewenang  DPP  Partai
Golkar. Sebagai contoh
penetapan Benyamin
Davnie dan Pilar Saga
Ichsan dalam Pilkada 2020
tidak lepas dari pengaruh
elite, dengan adanya Airin
sebagai incumbent. Secara
keseluruhan rekrutmen
yang  dilakukan  Partai
Golkar masih  bersifat
tertutup dan  didasarkan
pada ikatan  primordial
(Akbar and Zainul 2023,
99-103).

3. Gerindra

Terbuka
tertutup

dan

Dalam kandidas;
Walikota/Wakil Walikota
Bandung 2024 digunakan
dua metode, yakni terbukg

(Gerindra membuka
kesempatan kepada seluruhy
masyarakat untuk

mendaftarkan diri  dengan
memenuhi persyaratan yang
sudah tercantum. Setelah itu
kandidat yang lolos seleksj
administrasi akan melakukan
paparan visi dan misi di
depan 3 orang panelis), dan
tertutup (dilaksanakan
berdasarkan AD/ART parta
Gerindra) (Sabarudin 2024
18). Namun, lain hal dengan
model  perekrutan  partal
Gerindra di Kota Tidorg

Kepulauan yang memiliki
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sifat khusus dalam
perekrutan administratif yang
dikenal sistem kawan, berarti

pengangkatan seseorang
untuk menduduki jabatan
didasarkan pada

pertimbangan kawan dekat
sanak  keluarga, maupun
domisili yang sama (Solemary
and Salim 2022, 355).

4. PKS

Terbuka

Berdasarkan AD/ART
PKS Pasal 86 ayat (1)
menjelaskan, rekrutmen
untuk jabatan politik bakal
calon presiden/wakil
presiden, calon
gubernur/wakil  gubernur,
calon Walikota /wakil
Walikota dilakukan melalui
suatu proses penjaringan
dan penyaringan dengan
memperhatikan mekanisme
yang  demokratis  dan

terbuka, integritas,
kapabilitas, dan
profesionalitas, serta
popularitas dan
elektabilitas. Sementara

dalam Pasal 86 ayat (2)
untuk  rekrutmen  bakal
calon DPR RI, calon
DPRD Provinsi, dan calon
DPRD  Kabupaten/Kota

memperhatikan jenjang
keanggotaan, integritas,
kapabilitas, dan
profesionalitas,

keterwakilan ~ perempuan
dan pemuda, dan aspirasi
dari masyarakat. Dalam
proses perekrutan politik
untuk calon jabatan publik
atau calon anggota dewan,
diwadahi oleh UPA (Unit
Pembinaan Anggota), yang

dimulai dengan
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rekomendasi dari pembina
UPA. Dilanjutkan, dengan
UPA  merekomendasikan
kandidat yang kompeten ke
BCAD (Bakal ~ Calon
Anggota Dewan). Sebagai
contoh dalam rekrutmen
calon anggota DPRD PKS
Jawa Barat menggunakan
kombinasi antara  merit
sistem dan lateral
(Karenina, Chaeriyah, dan
Solihah 2023, 720).

5. Nasdem Terbuka Dilakukan dengan melewati
beberapa tahapan, seperti
psikotes dan tes wawasan
kebangsaan (TWK),
pemeriksaan berkas, serta
tes  wawancara. Dalam
rekrutmen calon kepala
daerah, setiap calon harus
memiliki  kapabilitas dan

kemampuan, juga
komitmen untuk
membangun  masyarakat

yang adil dan makmur.

Berdasarkan perbandingan dari pola rekrutmen 5 (lima) partai politik yang ada di
Indonesia, menunjukkan bahwa, (1) setiap partai politik mempunyai pola rekrutmen yang
terbuka dan tertutup, (2) pola rekrutmen setiap cabang partai politik memiliki perbedaan,
tergantung dengan budaya yang dilakukan di daerah tersebut, dan (3) pola rekrutmen yang
diatur dalam AD/ART setiap partai dan kenyataannya masih belum sesuai.

Konsep fungsionalisasi partai politik, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
praktik dinasti politik lebih lanjut, yaitu dengan menekankan peran dan fungsi yang d
jalankan dalam sistem suatu negara, khususnya dalam konteks demokrasi. Dalam penelitian
ini, fungsi rekrutmen partai politik yang akan diperbaiki, yang bertujuan untuk memastikan
partai politik dapat berperan aktif dalam sistem demokrasi, serta membangun kepercayaan
yang lebih baik di masyarakat.

Menurut Barbara Geddes dalam MS, Benito dan Andryan (2021, 106), terdapat
empat model rekrutmen yang dapat dilakukan oleh partai politik, antara lain:

1. Partisanship, yaitu dengan mempertimbangkan loyalitas dan pengumpulan partisipan,
namun kurang memperhatikan kompetensi;

2. Civil Service Reform, yaitu memperhatikan kompetensi yang dimiliki dari calon yang
berkompeten, seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain-lain. Dengan
kata lain, model ini dilakukan untuk merekrut kalangan profesional;
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3. Compartmentalization, yaitu berdasarkan pengangkatan meritrokasi informal yang
dianggap penting untuk dukungan jangka pendek.

4. Survival, yaitu rekrutmen dengan prinsip timbal balik, tanpa memperhatikan
kompetensi dan cenderung dapat menjadi patronasi

Keempat model di atas menunjukkan mekanisme rekrutmen partai sangat
dipengaruhi oleh tujuan strategis dan kondisi internal partai, serta mencerminkan tantangan
dalam menyeimbangkan antara loyalitas politik dan kualitas pemimpin.

Selanjutnya, mengenai seleksi kandidat yang harus pertama kali dilakukan oleh partai
politik, yang akan menghasilkan orang-orang yang dapat menentukan kinerja partai.
Menurut Ranney dalam Aisah Putri, dkk (2021, 19), menyebutkan seleksi calon atau
kandidat adalah proses dimana partai polittk memutuskan orang-orang yang secara hukum
layak memegang jabatan elektif yang akan dimasukkan sebagai calon yang
direkomendasikan dan didukung oleh partai. Menurtu Hazan dan Rahat dalam Yusra Amri,
dkk (2022, 5-7) dan Witianti Siti, dkk (2021, 153), metode seleksi calon terstruktur (sturctured
candidate selection) dilakukan dengan empat kriteria, antara lain:

1. Pencalonan (Candidacy), yaitu membahas tentang tahapan proses pencalonan,
sehingga dapat menghasilkan calon yang akan di dukung oleh partai. Dalam dimensi
ini menentukan siapa yang dapat dipilih dan sesuai dengan kualifikasi partai politik;

2. Selektorat (The Selectorate), yaitu membentuk badan atau tim seleksi yang bertugas
untuk menyeleksi calon yang akan diajukan partai politik dalam pemilihan umum.
Tim penyeleksi mempunyai tingkatan yang berbeda, dalam hal ini proses seleksi dapat
berlangsung bertahap dan tidak sederhana;

3. Desentralisasi (Decentralization), yaitu kebijakan dan kewenangan penetapan calon di
berikan pada pengurus partai di tingkat daerah. Pada metode ini, kandidat diseleksi
secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau
kelompok seksional. Dalam Pilkada dimensi ini diperlukan untuk membatasi hak
pusat dalam pemilihan kepala daerah.

4. Penunjukan dan Pemungutan Suara (Appoinment and 1 oting), yaitu penujukkan
dilakukan pada selektorat yang lebih kecil dan eksklusif, sedangkan voting dilakukan
oleh selektorat yang lebih besar. Demikian penominasian kandidat dilakukan melalui
penyeleksi, yang dalam sistem pemilihan murni semua kandidat melalui prosedur
yang sesuai dengan aturan partai. Sementara dalam sistem penunjukan, kandidat
ditunjuk tanpa membutuhkan pemilihan oleh penyeleksi.

Keempat prosedur di atas, dapat digunakan untuk memahami dan menggambarkan
dinamika proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh partai politik dalam memilih
calon kepala daerah untuk Pilkada.

Dari pemaparan model rekrutmen menurut Barbara Geddes dan teori seleksi
kandidat menurut Ranney, Hazan, dan Rahat dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen
sangat dipengaruhi oleh tujuan strategis partai. Dalam konteks ini, model
compartmentalization dapat berfungsi sebagai penyaringan internal yang lebih profesional,
karena partai memisahkan peran struktural dan dapat mencegah elite pusat dalam
prosesnya. Melalui pendekatan seleksi terstruktur, model compartmentalization dapat
menciptakan proses pencalonan yang sehat untuk menjaga kualitas demokrasi elektoral di
tingkat daerah.

Dalam perspektif good election, praktik rekrutmen polittk merupakan upaya dalam
mewujudkan pemilu yang, inklusif, adil, dan kompetitif untuk mendorong transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas dalam seleksi kandidat. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 7
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Tahun 2017 pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD,
Presiden dan wakil presiden, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil, yang bertujuan untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang
demokratis berdasarkan pancasila dan uuD 1945
(https:/ /www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-1¢64956cc40a99a/ diakses
26/05/2025 12.21).

Aspek Reason (Special Consideration)

Dalam aspek ini, partai politik memerlukan pertimbangan khusus dalam pelaksanaan
fungsi partai politik rekrutmen bagi calon kepala daerah secara terstruktur. Pertimbangan
khusus ini mengacu pada alasan yang strategis, kontekstual, atau kepentingan tertentu yang
memengaruhi pengambilan keputusan partai, terutama dalam proses rekrutmen dan seleksi
kandidat. Partai politik dalam memajukan kandidat, sering kali melakukan koalisi dengan
perspektif elite yang lazim dikenal dengan istilah struktur peluang.

Menurut Lester Seligman dalam Kurniawan, Febriansyah dan Handyani, Retno Sari
(2024, 68) ada dua pola rekrutmen yang idealnya dilakukan oleh partai politik yakni,
rekrutmen anggota baru partai dan rekrutmen anggota partai yang memenubhi syarat melalui
proses seleksi melalui konsistensi pemilu. Akan tetapi, dalam kepengurusan internal partai
hanya diisi melalui mekanisme tidak transparan dan juga transaksional. Demikian dalam
fungsionalisasi partai politik pada aspek reason atau special consideration ini, partai politik
dapat mempertimbangkan berbagai alasan dalam proses rekrutmen kader, antara lain:

1. Integritas dan moral calon kader;
2. Pendidikan dan keahlian atau skill;
3. Pengalaman dan rekam jejak; dan
4. Pengaruh sosial di masyarakat.

Dari keempat alasan atau pertimbangan khusus tersebut dapat mencerminkan bahwa
institusi partai politik tidak hanya bersifat normatif dan prosedural, tetapi juga dipengaruhi
oleh pertimbangan yang politis-pragmatis untuk keberlangsungan dan kekuatan partai
dalam menjalan fungsi partai politik. Aspek pertimbangan khusus tersebut juga muncul
sebagai bentuk respons adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan
perkembangan masyarakat yang berbeda di setiap daerah.

Aspek Adaption

Aspek adaption adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan
sekitarnya yang mencakup sumber kehidupan, komoditas, dan redistribusi sosial. Dalam
fungsionalisasi partai politik, aspek ini merujuk pada kemampuan partai dalam
menyesuaikan pada dinamika lingkungan sosial-politik yang terus berubah. Adaptasi ini
dapat mencakup penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi
informasi, reformasi regulasi pemilu, hingga perubahan tingkah perilaku pemilih.

Perkembangan teknologi dan pengaruhnya juga mempengaruhi perkembangan partai
politik dalam memberikan variasi kegiatan polittk di Indonesia. Media sosial dapat
dimanfaatkan dalam mengkampanyekan figur-figur dari partai-partai yang akan dijadikan
seorang pemimpin daerah, provinsi, maupun negara. Seperti, dalam memberikan informasi
visi misi paslon, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang pantas untuk
dijadikan sebagai figur pemimpin. Beberapa platfrom yang sering digunakan ialah Facebook,
Twitter, Instagram, dan Tiktok yang dapat digunakan sebagai arena politik dimana wacana
politik berkembang dan diperdebatkan. Namun, disatu sisi dampak yang ditimbulkan tidak
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selalu positif, ada polarisasi opini dan manipulasi politik yang menjadi tantangan yang
menghambat partisipasi politik (Sinamo, Gultom, and Sinurat 2025, 224-229).

Aspek Goal Attainment

Aspek ini didasarkan pada kecakapan dalam mengatur dan menyusun tujuan dan
keputusan di masa depan. Dalam fungsionalisasi partai politik aspek ini ditekankan
kemampuan partai politik untuk menetapkan, memecahkan, dan mengarahkan untuk
mencapal tujuan-tujuan politiknya. Partai yang memiliki goal attaintment yang kuat akan
lebih berdaya dalam memengaruhi jalannya pemerintahan dan memperkuat kualitas
demokrasi.

Dalam pengimplementasian demokrasi, partai politik berperan sebagai penggerak
untuk memobilisasi masyarakat dan juga mempersiapkan calon-calon yang mempunyai
integritas tinggi. Peran utama partai politik adalah mempertahankan kekuasaan untuk
melaksanakan program yang berdasarkan ideologi partai. Hal ini dapat berdampak pada
perumusan kebijakan publik, dimana kebijakan yang diambil terkadang sangat dipengaruhi
oleh partai politik dan mengabaikan kepentingan rakyat (Ribka Stri Rezeki Simanjutak, Rian
Rambu Raya, and Rizal Al Birra 2024, 274-279).

Dinamika politik yang berkembang, komunikasi pemasaran politik menjadi elemen
sentral yang dapat mendefinisikan kesuksesan dan kegagalan kampanye partai politik.
Komunikasi pemasaran ini dapat mendukung partai politik untuk pencapaian tujuan
politiknya, karena pada strategi ini dapat membentuk persepsi dan dukungan masyarakat
terhadap agenda politik tertentu.

Aspek Integration

Secara umum zntegration adalah harmonisasi keseluruhan anggota setelah sebuah
general agreement mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat ditetapkan.
Dalam fungsionalisasi partai polittk merujuk pada kemampuan partai untuk
mengkoordinasi berbagai elemen baik internal maupun eksternal partai, agar tetap solid.
Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya disintegritas internal, meredam konflik, dan
menjaga stabilitas polittk. Dengan menekankan pada koordinasi pusat dan daerah, serta
menyatukan kepentingan kelompok.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyatukan antara kader dan
masyarakat ialah pendidikan politik. Tujuan pendidikan politik ini untuk memberikan
bimbingan bagi kader untuk mencapai tujuan politiknya. Sebagai contoh, DPD PKS Kota
Bukittinggi yang memiliki program atau pendidikan politik yang berbeda antara kader dan
masyarakat, seperti temu kader, kajian rutin, seminar atau pelatihan serta diskusi yang
dilaksanakan bagi internal partai, pembinaan keluarga sejahtera, sekolah kepemimpinan
caleg terpilih, serta kegiatan kampanye dan temu warga yang dilaksanakan pada musim
pemilu (Putri and Magriasti 2024, 5-9). Kegiatan seperti ini dapat menjaga keharmonisasian
partai baik secara internal maupun eksternal.

Aspek Latency

Latency adalah pemilihan pola dalam nilai-nilai masyarakat. Dalam sistem politik dapat
dicerminkan dari kemampuan lembaga politik dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai
dasar masyarakat dan proses politik. Dalam kerangka fungsionalisasi partai politik, aspek ini
menckankan pada memelihara dan memotivasi nilai-nilai dasar, ideologi, serta budaya
politik kepada kader dan masyarakat secara berkelanjutan. Dilakukan dengan memperbaiki
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sistem yang dapat menciptakan motivasi partai politik
(https:/ /www.kompas.com/skola/read/2023/11/07/013000969/ teoti-struktural-
fungsionalisme-menurut-talcott-parsonsepage=all diakses 27/05/2025 09.55).

Peraturan dasar atau bisa disebut Anggaran Dasar adalah dasar bagi terbentuknya
perjuangan partai untuk menjaga nilai-nilai dasar, ideologi, serta budaya politik juga
dituliskan pada AD/ART masing-masing partai. dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 2 ayat
(40 yang dimana, Anggaran Dasar (AD) partai politik dapat memuat asas, visi, misi, tujuan,
sistem kaderisasi, pendidikan politik, keuangan partai politik, kepengurusan partai, hingga
mekanisme pemberhentian anggota. Pedoman yang berisi peraturan ini, nantinya dijadikan
dasar bagi partai politik dalam bertindak dan menentukan arah perjuangan partai.

Simpulan

Penghapusan persyaratan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”
pada Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 mengakibatkan terjadinya praktik dinasti politik
yang diikuti dengan penurunan kualitas fatsun politik serta integritas pada kandidat dalam
pemilihan kepala daerah. Berdasarkan implikasi hukum akibat penghapusan ini dalam
perspektif constitutional democracy menyimpulkan terdapat 3 (tiga) dimensi yang harus
dimiliki kandidat dalam pemilihan kepala daerah, antara lain: (1) dimensi netralitas dan
objektivitas kandidat diperlukan untuk menjaga proses demokrasi; (2) dimensi integritas
kandidat ditentukan berdasarkan kejujuran, akuntabilitas, etika, dan komitmen kandidat
terhadap kepentingan publik; dan (3) dimensi transparansi kandidat untuk mencerminkan
keterbukaan informasi.

Pembenahan sistem rekrutmen politik untuk menciptakan proses kandidasi yang
lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip good election dapat dilakukan melalui
perubahan model rekrutmen seperti  compartmentalization (pendekatan berdasarkan
kemampuan, prestasi, dan kualifikasi calon) dengan melakukan seleksi kandidat terstruktur.
Fungsionalisasi partai politik dalam kandidasi dapat menggunakan 5 (lima) aspek, antara
lain: (1) reason (special consideration), yatiu melalui pertimbangan khusus seperti integritas,
keahlian, rekam jejak, dan kekuatan elektoral kandidat; (2) adaption, kemampuan partai pada
adaptasi perubahan media dan perilaku masyarakat; (3) goa/ attainment, menekankan
kemampuan partai dalam mengarahkan tujuan politik; (4) integration, penguatan koordinasi
antara pusat dan daerah; dan (5) /lafency, kemampuan partai politik dalam menjaga
kesinambungan nilai-nilai ideologis partai politik.
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